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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 360 Tahun 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ DARUL HIKMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

10.

11.

12.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu
penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif
dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan
prasarana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purwakarta tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al- Qur'an Darul Hikmah;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 6406);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Than 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden No 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No
851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 822);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
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